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ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara harus ada pengelolaan Barang 
Milik Negara/Dearah yang akuntabel dan berkesinambungan sehingga tugas-
tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan teknis 
tahapan dapat maksimal tentunya dengan ketersediaan dan pengelolaan Barang 
Milik Negara disetiap satuan kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf amaka perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penujukan Operator 
SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 
Tahun Anggaran 2022. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah  : Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286;), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;), 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738, Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976), Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022  tentang Penunjukan Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota. 

 

CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 
10 JANUARI 2022 

- Lampiran 0 Halaman 

  

  


